PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT

Menimbang

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT

NOMOR 01 TAHUN 2013
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAHAT,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1)

Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Bupati
Lahat telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Tahun Anggaran 2013 sesuai dengan keputusan Gubernur
Sumatera Selatan Nomor 56/KPTSBPKAD/2013 Tanggal 14
Januari 2013 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Lahat tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lahat Tahun Anggaran
2013 dan Rancangan Peraturan Bupati Lahat tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Tahun Anggaran 2013;

. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a,

dilakukan agar Peraturan Daerah tentang APBD Tahun
Anggaran 2013 tidak bertentangan dengan kepentingan
umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah
tentang Anggar an Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Lahat Tahun Anggaran 2013.



M engingat

c 1

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat Il dan Kotapraja di Sumatera Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1821.

. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi

dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan
L embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak daerah

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran
Negara Republik I ndonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan
L embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

. Undang-undang Nomor 21 tahun 1997 tentang Bea Perolehan

Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 1997 Nomor 44, tambahan L embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3688);

. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang

Penyelenggar aan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolus dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);

. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia nomor 4355);

. Undang-undang nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4389);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara (L embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
L embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaanan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
L embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir
dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
2008 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844 )

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Peraturan Pemerintan Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pembinaan dan pengawasan atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4090);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 118, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4138);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi
daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 119, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4139);

Peraturan Pemerintan Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa Kkali,



17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor
24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4712)

Peraturan Pemerintan Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
L embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

Peraturan Pemerintan Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4574);

Peraturan Pemerintan Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4577);

Peraturan Pemerintan Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintan Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005



Nomor 150, Tambahan L embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instans Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
59 Tahun 2007,

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010
tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2011.

28. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 26 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahn yang menjadi kewenangan
Pemerintah Kabupaten Lahat (Lembaran Daerah Kabupaten
Lahat Tahun 2008 Nomor 26);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 03 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat
Tahun 2011 Nomor 03);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 04 Tahun 2011
tentang Retribus Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Lahat Tahun 2011 Nomor 04);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 12 Tahun 2011
tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Lahat kepada
Bank Sumsel Babel Cabang L ahat;

32. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 13 Tahun 2008
tentang Poko-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Lahat Nomor 12 Tahun 2012.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAHAT

Menetapkan

dan
BUPATI LAHAT
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2011



Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah Rp 1.203.051.238.048,90
2. Belanja Daerah Rp 1.279.809.847.948,00 (-)
Sur plug/(Defisit) Rp  (76.758.609.899,10)

3. Pembiayaan Daerah :

a. Penerimaan Rp 86.758.609.899,10
b. Pengeluaran Rp 10.000.000.000,00 (-)

Pembiayaan Netto Rp  76.758.609.899,10 (-)

Sisa L ebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan: Rp -

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a. Pendapatan Adli Daerah sejumlah Rp 62.156.257.845,50
b. Dana Perimbangan sgjumlah Rp 1.001.865.165.660,00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah Rp 139.029.814.543,90

(2) Pendapatan Adli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri
dari jenis pendapatan:

a.
b.
C.

d.

Pajak Daerah sgjumlah Rp 18.200.500.000,00

Retribusi daerah sgumlah Rp 23.955.757.845,00

Hasll pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sgumlah
Rp 6.000.000.000,00

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sgjumlah Rp 14.000.000.000,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari
jenis pendapatan :

a.

b.
C.

Dana bagi hasl paak/ bagi hasl bukan paak sgumlah
Rp 369.013.269.660,00

Dana alokasi umum sgjumlah Rp 566.788.216.000,00

Dana alokasi khusus sggumlah Rp 66.063.380.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf cterdiri dari jenis pendapatan :

a.
b.
C.

d.
e.

Hibah sgjumlah Rp -

Dana Darurat s§umlah Rp -

Dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
sgjumlah Rp 29.081.650.995,90

Dana penyesuaian dan otonomi khusus sgumlah Rp 91.391.042.548,00
Bantuan keuangan dari provins atau dari pemerintah daerah lainnya
sgjumlah Rp 18.557.121.000,00

Pendapatan lainnya Rp -



Pasal 3

(1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a. Belanja Tidak Langsung sgumlah Rp 736.868.226.349,00
b. Belanja Langsung sejumlah Rp 542.941.621.599,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri
dari jenisbelanja:

)

(1)

(2)

3)

S@rpoo T

Belanja pegawai sgumlah Rp 630.844.211.890,00

Belanja bunga ssjumlah Rp -

Belanja subsidi sgjumlah Rp -

Belanja hibah segumlah Rp 68.664.806.459,00

Belanja bantuan sosial sgjumlah Rp 3.548.880.000,00
Belanja bagi hasil sgumlah Rp -

Belanja bantuan keuangan sg umlah Rp 31.810.328.000,00
Belanjatidak terduga sejumlah Rp 2.000.000.000,-

Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari
jenisbelanja:

a.
b.
C.

Belanja pegawai sejumlah Rp 66.368.338.900,00
Belanja barang dan jasa segumlah Rp 349.848.518.650,00
Belanja modal ssjumlah Rp 226.764.049,00

Pasal 4

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a.
b.

Penerimaan sgumlah Rp 86.758.609.899,10
Pengeluaran sejumlah Rp 10.000.000.000,00

Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis
pembiayaan:

a.

~PpoosT

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA)
sejumlah Rp 72.747.717.099,10

Pencairan dana cadangan sgumlah Rp —

Hasil penjualan kekayaan Daer ah yang dipisahkan sggumlah Rp -
Penerimaan pinjaman daerah sgumlah Rp -

Penerimaan kembali pemberian pinjaman sggumlah Rp -

Penerimaan piutang daerah sgjumlah Rp 14.010.892.800,00

Pengeluaran sebagaiman dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis
pembiayaan :

a.
b.

C.
d.

Pembentukan dana cadangan sggumlah Rp -

Penyertaan  modal (investas) pemerintah  daerah  sgjumlah
Rp 10.000.000.000,00

Pembayaran pokok utang sgumlah Rp -

Pemberian pinjaman daerah sggumlah Rp -



Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1.
2.

© © N 9

11.

12.
13.

Lampiran |
Lampiran 11

Lampiran |11

Lampiran IV

Lampiran V

Lampiran VI

lampiran V11

Lampiran VIII

Lampiran I X

. Lampiran X

Lampiran XI

LampiranXIl|

Ringkasan APBD;

Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah
dan Organisasi;

Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisas, Program dan Kegiatan;

Rekapitulass Belanja menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program dan K egiatan;

Rekapitulas Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan
Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungs
dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negar a;

Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
Daftar piutang daerah;
Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;

Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset
Tetap Daerabh;

Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan aset
lainnya;

Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang
belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun
anggaran ini;

Daftar dana cadangan daerah;dan

Lampiaran X111 Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 6

(1) Dalam keadaan darurat dan untuk keperluan mendesak, dapat dilakukan
pengeluaran yang belum ter sedia anggar annya, yang selanjutnya disampaikan
dalam laporan realisasi anggar an.

Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya
memenuhi Kriteria sebagai berikut :

bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan
tidak dapat diprediks sebelumnya;

tidak diharapkan terjadi secara berulang;

berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan

memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka
pemulihan yang disebabkan oleh keadaan dar ur at.

(2)

a.
b.

C.
d.



(3) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud ayat (1)
mencakup :
a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya
belum ter sedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan
kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daer ah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku padatanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam L embaran Daerah.

Ditetapkan di Lahat
padatanggal 21 Januari 2013

(7/BUPAT %

-

. SAIFUDIN ASWARI RIVA’T

Diundangkan di Lahat
padatanggal 21 Januari 2013

S DAERAH KABUPATEN LAHAT,

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2013 NOMOR 01



